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BabB Wl
PENGAWAEAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melalmkan pengawasan terhadap Sekolah
Menengah Tingkat Pertama dalam rangka pembinaan, pengembangan,
perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan Sekolah Menengah
bersangkutan.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan
acdministrasi sekolah,

(3} Pengawasan sebageimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh
pengawas Sekolah Menengah,

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3}, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan
vang berlaku.

BAB VII
EKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum
Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
masih tetap berlaku.

BAB VI
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini berlaku scjak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengeiahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan ini,
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang,

Ditetapkan di Sintang
tanggal 32 Pesfuths 2016

Diundangkan di sintang
ade tanggal §7 PERAVAA 2016

i FARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,




BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR i3 TAHUN 2016
TENTANG

FENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SERKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

a. bahwa sesuai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa
Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di
daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan di
bidang pendidikan sesuai kewenangannya guna
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan yang diselenggarakan melalui
proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang
menyentuh  unsur demokratis, berkeadilan, sistemik,
pembudayaan, keteladanan dan pemberdayaan keteladanan
dan pemberdaysan semua komponen masyarakat sehingga
tercapai tujuan Pendidikan Nasicnal;

. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a tersebut

di atas dan dalam upaya pemeratasan pembangunan di
bidang pendidikan di Kecamatan dan peningkatan daya
tampung bagi Lulusan Sekclah Dasar serta meningkatkan
muiu dan efisiensi tingka: pendidikan Sekolah Menengah
Pertama dipandang perlu untuk mengatur Pendirian Unit
Sekolash Baru Sekelah Menengah Pertama Negeri di
Kabupaten Sintang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf

b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Sintang;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19589 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) scbagai
Undang-Undang (Lembaraan Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Repnblik Indonesis Nomor 18200



